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PERATURAN  BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GUNUNGKDUL NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa pedoman pengelolaan keuangan desa telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
61 Tahun 2018;

b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
lebih optimal, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas



Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
Nomor 6);

11.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);

12.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten
Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GUNUNGKDUL NOMOR 61 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) diubah sebagai berikut :



1. Diantara angka 35 dan angka 36 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni
angka 35a, angka 35b, dan angka 35c sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur  penyelenggara pemerintahan desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah lembaga  yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang. Tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disebut RPJMDesa adalah rencana pembangunan desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa
adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.



11. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.

12. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.

13. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu
dikembalikan oleh Desa.

14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diterima kembali oleh Desa.

15. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun
anggaran berikutnya.

16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan desa.

17. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan
keuangan desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

18. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai
unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai
koordinator PPKD.

19. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat
desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang
menjalankan tugas PPKD.

20. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa
yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan
tugas PPKD.

21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1
(satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.



23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran
yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang
akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam APB Desa.

26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian
kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan
Penjabaran APB Desa.

27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang
anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

28. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui
swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

29. Rencana Anggaran Kas Desa yang  selanjutnya  disebut  RAK
Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan
arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana
dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran
berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan
pengadaan barang dan jasa.

31. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD
adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah
Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.



32. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

33. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

34. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

35. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

35a.Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa dan bersifat mengatur.

35b.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit,
individual, dan final.

35c.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan
Peraturan Desa untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan
umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

36. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

37. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

38. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

39. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas
Bupati di wilayah Kecamatan.

40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah
Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan kegiatan non fisik yang
tidak memerlukan proses pengadaan barang/jasa dapat dibantu Tim
Pelaksana Kegiatan atau Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.



(2) Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibentuk untuk melaksanaan kegiatan :

a. penyusunan rancangan RPJM Desa;

b. penyusunan rancangan RKP Desa;

c. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

d. penyusunan rancangan peraturan bersama Kepala Desa;

e. pemilihan Kepala Desa;

f. pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;

g. pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

h. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

i. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa; dan

j. Kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(3) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur :

a. pemerintah desa;

b. lembaga kemasyarakatan desa; dan

c. tokoh masyarakat.

(4) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b adalah lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan
dengan peraturan desa.

(5) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari :

a. Penanggungjawab;

b. Ketua;

c. Sekretaris; dan

d. Anggota.

(6) Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melibatkan unsur perempuan.

(7) Tugas Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :

a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;

c. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan; dan

d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.



(8) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Tim atau Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan
honorarium sesuai kemampuan keuangan Desa yang besarannya
sesuai standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

4. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
19A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan
ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa untuk mendanai:

1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja
operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga
dan rukun warga;

2. pelaksanaan pembangunan Desa;

3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

4. pemberdayaan masyarakat Desa.

b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran
belanja Desa untuk mendanai:

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa,
dan perangkat Desa lainnya; dan

2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah
bengkok atau pelungguh.



(3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan
kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya selain
penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan
perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 1.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 35

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan
kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM
Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan
kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan
dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
huruf b dapat berupa uang dan/atau selain uang.

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berupa uang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan
dalam APB Desa.

(5) Penyertaan modal selain uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan :

a. pengalihan aset; dan/atau

b. belanja desa yang diikuti dengan pengalihan aset.

(6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
berupa tanah dan bangunan tidak dapat dijual.

(7) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis
kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan pada
BUMDesa antara lain :

a. penyertaan modal dalam bentuk uang dilakukan secara bertahap
dan dilakukan evaluasi kinerja kelembagaan BUMDesa sebelum
penyertaan modal tahap berikutnya dilakukan;

b. penyertaan modal dalam bentuk barang melalui pengalihan aset
tidak mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa
dan pelayanan masyarakat; dan



c. penyertaan modal dalam bentuk barang berupa barang yang
secara langsung mendukung kinerja BUMDesa.

(9) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal pada BUMDesa
antara lain :

a. pembentukan BUMDesa telah ditetapkan melalui
Musyawarah Desa dan dituangkan dengan Peraturan Desa;

b. telah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga;

c. telah dibentuk kepengurusan;

d. BUMDesa telah memiliki rencana usaha; dan

e. rencana usaha yang dimiliki BUMDesa sebagian atau
seluruhnya berbasis potensi lokal.

6. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
43A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43A

(1) Pengeluaran desa tidak dapat dilakukan sebelum peraturan desa
tentang APBDesa ditetapkan.

(2) Dalam hal sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran
sebelumnya Peraturan Desa tentang APBDesa belum ditetapkan,
pengeluaran desa yang bersifat mengikat ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Desa.

(3) Pengeluaran desa yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, pembayaran rekening listrik,
rekening air, rekening telepon, dan pajak kendaraan dinas milik desa
sesuai skala prioritas.

(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Bupati Cq. Perangkat Daerah yang membidangi
pemerintahan desa melalui Camat.

(5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku
paling lama sampai bulan Januari tahun anggaran berjalan.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45
berbunyi sebagai berikut :



Pasal 45

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap
Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran  APB Desa sebelum
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa
ditetapkan.

(2) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang
penjabaran  APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan apabila terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan

Desa pada tahun anggaran berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan
pergeseran antar objek belanja;

c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah; dan/atau

d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
anggaran berjalan.

(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai
penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan
penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada
Bupati melalui Camat berupa surat pemberitahuan mengenai
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran
APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

8. Diantara Pasal 61 dengan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal
61A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61A

Berdasarkan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59, Kepala Desa menerbitkan Surat Kuasa bermeterai cukup
kepada Kaur Keuangan untuk mencairkan dana dari Rekening
Kas Desa.

9. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipi
1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf  a
digunakan untuk:



a. menutup defisit anggaran apabila pendapatan lebih kecil
daripada belanja;

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan; dan

c. mendanai kewajiban yang sampai dengan akhir tahun
anggaran sebelumnya belum diselesaikan.

(2) SiLPA yang digunakan untuk menutup defisit anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan
pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya
yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.

(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum
selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan
kegiatan yang harus diselesaikan  pada  tahun anggaran
berikutnya.

(3a)SiLPA yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk
membiayai kegiatan sesuai prioritas penggunaan Dana Desa.

(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan
kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi
DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau
lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam
mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling
lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa
kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.

(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan
yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran
berikutnya.

10.Ketentuan Pasal 72 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 72
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK
Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.



(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang
dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan
kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar
DPA dan SPP yang diajukan serta  telah disetujui oleh Kepala
Desa.

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang
dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur
Keuangan secara non tunai kepada penyedia atas dasar DPA
dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran
dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai,
dilakukan secara non tunai oleh Kaur Keuangan dan diketahui
oleh Kepala Desa.

(5) Pengeluaran atas beban  APB  Desa  sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi
pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditandatangani oleh penerima dana

11.Ketentuan Pasal 73 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 73

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur
Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan
analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Kepala Desa untuk disetujui.

12.Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :



Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 75

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa
bulanan dan semester pertama kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan

b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan cara menggabungkan seluruh laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

(4) Laporan pelaksanaan APBDesa bulanan pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya kepada :

a. Bupati Cq. Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan
desa; dan

b. Camat.

(5) Laporan pelaksanaan APBDesa bulanan disampaikan kepada Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a setelah dilakukan
verifikasi oleh Camat.

(6) Laporan pelaksanaan APBDesa bulanan yang disampaikan kepada
Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilampiri
dokumen pertanggungjawaban/SPJ.

(7) Laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH
Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 51.
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